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khir-akhir ini, ada 
sebuah gerakan yang 
masif dilakukan 
banyak orang, Gerakan 
itu dilakukan oleh 
mereka yang di jalanan sampai di 
senayan, mulai rakyal biasa sampai 
yang melabeli dirinya luar biasa, 
Mereka menyebutnya sebagai 
gerakan tutup mulut. Bukan hal 
baru sebenarnya, tapi belakangan 
semakin banyak orang memanfaatkan 
keberfungsiannya. 
Gerakan tutup mulut ini bagai 
pisau bermata dua. Ta bisa dilakukan 





Evidensi 


sebagai cara menuntut kebenaran dan 
keadilan, atau menutupi keduanya. 
Dua mata dengan makna bertolak 
belakang. 

Aksi di Kalimantan Timur 
dalam upaya penolakan hasil rapat 
paripurna beberapa waktu lalu 
menjadi contoh mata pisau pertama. 
Bagi mereka, hasil paripurna yang 
membuka ruang bagi pemerintah 
untuk menaikkan harga BBM sesuai 
harga minyak dunia, menekan 
ekonomi rakyat bawah. Alasan 
pengalihan subsidi ke bidang 
kesehatan dan pendidikan juga bisa 


jadi isapan jempol belaka. Dalam aksi, 
mereka menyuarakan tuntutan hanya 
lewat tulisan, Tuntutan keadilan pun 
bisa disuarakan walaupun hanya 
dengan aksi tutup mulut, 

Kemudian, sikap yang dilakukan 
orang-orang di senayan ketika 
namanya disebut-sebut dalam sebuah 
kasus menjadi contoh mata pisau 
kedua. Wakil rakyat yang namanya 
terlibat takut sekali berbicara. 

Setiap kali awak media bertanya, 
jawabannya, “Oh Saya tidak tahu,” 
atau “Jangan tanya sama saya,” atau 
“Saya tidak berwenang menjawab 





itu” Padahal, sepatah kata yang 
mereka ucapkan bisa menjadi proses 
membuka kebenaran. Ternyata, 
mereka lebih memilih berkelit dan 
menjauhi pintu kebenaran. 

Lantas, di posisi mata pisau bagian 
mana keberadaan UGM belakangan 
ini? UGM banyak mengabaikan ruang 
dialog yang seharusnya dibangun 
dan tidak mengindahkan hak-hak 
keingintahuan publik. Persoalan- 
persoalan terkait kelembagaan ditutup 
rapat-rapat dengan alasan belum 
waktunya dibuka. 

Laku itu kental terjadi pada 
penyikapan UGM terhadap laporan 
hasil audit Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Laporan setebal 89 
halaman itu berisi hasil pemeriksaan 
atas pengadaan barang dan jasa UGM 
dari 2008 sampai 2010. Terdapat 
sembilan kegiatan pengadaan barang 
dan jasa serta rekening UGM yang 
belum sepenuhnya sesuai dengan 
peraturan. Peraturan yang dimaksud 
adalah Keppres Nomor 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
dan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. 
Selain kedua Keputusan Presiden 
(Keppres), kontrak atau perjanjian 
kerja sama dan peraturan internal 
UGM sendiri juga belum dijalankan 
sesuai ketentuan. 

Dari sekian poin dalam laporan, 
persoalan pembangunan Rumah 
Sakit Akademik (RSA) menjadi salah 
satu sorotan. Terdapat tujuh masalah 
terkait pembangunan RSA. Pertama, 
prosedur pengadaan tanah yang tidak 
sesuai ketentuan: kedua, penawaran 
penyedia jasa pembangunan tidak 
berdasarkan dokumen lelang; ketiga, 
penetapan volume pekerjaan dalam 








Rencana Anggaran dan Biaya tak 
berdasarkan data aktual dan gambar 
rencana pembangunan: keempat, 
penetapan harga satuan pekerjaan 
melebihi harga penawaran, kelima, 
volume pelaksanaan pekerjaan tidak 
sesuai kontrak minimal, keenam, 
pelaksanaan pembangunan terlambat 
dari kontrak, dan ketujuh, peralatan 
RSA yang belum dapat dimanfaatkan 
dan tidak dapat dilakukan uji fungsi. 
Sayang, sebelum permasalahan 
itu benar-benar selesai, RSA sudah 
melakukan soft launching pada 2 
Maret 2012 kemarin. Balairungpress. 
com memberitakan soft launching 
itu dengan judul “UGM Resmikan 
RSA Setengah Jadi”. Ya, benar-benar 
setengah jadi. Disebut setengah jadi 
karena masih ada beberapa bangunan 
RSA dan persoalan terkait yang belum 
diselesaikan. 





aporan 
audit BPK tersebut, siapa yang tak 
khawatir akan permasalaha: 
akan timbul di kemudian hari 
memang benar ada mark up dalam 
pengadaan tanah, akankah UGM 
terjerat pada kasus keuangan? Kalau 
memang ternyata benar bangunan 
RSA berasal dari material yang 
kurang bagus kualitasnya, apakah 
bangunan RSA bisa memberikan 
kenyamanan? Lalu, kalau ternyata 
benar alat-alat keschatan belum 
diuji fungsiannya, lantas bagaimana 
dengan validitas diagnosis dokter 
pada pasiennya? Kalau memang 
benar tender tidak sesuai aturan, ada 
kepentingan apakah sebenarnya? 
Terlalu banyak praduga memang. 
Wajar bukan? Kekhawatiran 
membuka ruang kewaspadaan lebih 
dini. Praduga-praduga ini tentu 
saja membutuhkan jawaban segera. 

















Sekelompok mahasiswa yang masih 
peduli dengan nasib UGM berusaha 
untuk mencari dan membongkar 
kebenaran yang masih tersembunyi 
itu (atau memang sengaja 
disembunyikan?). 

Orang-orang yang terlibat dalam 
proses pembangunan RSA sulit 
ditemui, pun ketika sudah ditemui 
tak mau angkat bicara. Kalimat 
“Oh Saya tidak tahu,” atau “Jangan 
tanya sama Saya,’ keluar dari mulut 
mereka, Di sisi lain, mereka—scbagai 
pekerja operasional RSA, tak mau 
tahu persoalan dalam pembangunan 
gedung yang sekarang menjadi tempat 
mereka bekerja. Ah, lagi-lagi masalah 
kepentingan. Kepentingan mencari 
nafkah, kepentingan mencari nama. 
Semua pihak yang terlibat masih setia 
pada gerakan mereka, tutup mulut 
berjamaah 

Sebagai agen kontrol kebijakan 
UGM, sekelompok mahasiswa itu 
bertekad akan terus mencari tahu 
kebenarannya. Berbagai usaha akan 
dilakukan sampai menemukan titik 
terang. Di mana letak kesalahan itu 
terjadi, di lapangan atau pada sistem 
administrasi. 

Pada akhirnya, kalau memang 
ternyata kampus ini tidak melakukan 
lindakan yang sudah dilaporkan 
audit BPK, syukurlah. Berarti 
mereka masih menghormati altar 
suci institusi pendidikan. Namun, 
apabila UGM memang melakukan 
kesalahan-kesalahan itu, sebagaimana 
pernyataan sikap Aristoteles 
mengenai kebenaran, “Aku mencintai 
Plato, tapi aku lebih mencintai 
kebenaran,” sekelompok mahasiswa 
itu juga akan melakukan hal yang 
sama, “Kami mencintai UGM, tapi 
kami lebih mencintai kebenaran” 
[Redaksi] 
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Rumah Sakit Akademik UGM yang menuai kontrovers 





GM menggagas terpisah di seluruh Yogyakarta. Salah 
dibangunnya Rumah satu RSP yang terletak di daerah 
Sakit Akademik (RSA) Mangkuwilayahan bahkan memiliki 
sebagi nir konsep fasilitas lengkap untuk aktivitas 
sakit pendidikan bukanlah Pendidikan Kedokteran rumah sakit dan perkuliahan. Rumah 
di Indonesia. Ide pembangunan sakit itulah yang menjadi rujukan 
RSA tersebul merupakan keinginan konsep RSA UGM saat ini. 

proses sesuai UGM dalam mewujudkan rumah 


Gagasan pendirian rumah 


hal baru. N ternyata 


Pada tahun 1971, ri pertama 
aturan. 2 . i X UGM, Dr. Sardjito menyatukan 


m itu diambil dari sejarah 7 i anaes, 
rumah sakit yang pernah dimiliki ayun RSP VeMe engan alan 


UGM pada tahun 1951 pemberian dari Pertamina. Dalam 


i 10 tahun dibangun rumah sakit yang 
Pada saat itu, UGM memiliki kini menjadi Rumah Umum 


rumah sakit dengan format Rumah 

Sakit Pendidikan (RSP), sebagai g 

tempat pendidikan kedokteran yang ng tersebar di seluruh wilayah 
terdiri dari tujuh bangunan yang Yogyakarta dilebur menjadi RSUD 


Sp Isipa Bunjiodjng yojofow 





Dr. Sardjito. Setahun kemudian 
turun surat Keputusan Bersama yang 
memerintahkan agar rumah sakit 
tersebut dilimpahkan kepada Dinas 
Kesehatan. 


Sejak saat itu, RSUD Dr. Sardjito 
berbenah diri. Mercka melakukan 
pengembangan menjadi Rumah 
Sakit tipe A yang menjadi rujukan 
seluruh ramah sakit di Yogyakarta 
dan Jawa Tengah. Pendidikan di 
Fakultas Kedokteran UGM terus 
mengalami peningkatan dengan 
pesat, sehingga sarana pendidikan 
untuk dokter dan spesialisasi 
dirasa kurang. Penyebabnya adalah 
RSUD Dr. Sardjito yang juga masih 


menjadi RSP UGM, tidak lagi bisa 
menampung seluruh aktivitas 
kesehatan dan akademik yang terjadi. 
Maka dari itu, tahun 2007, UGM 
berinisiatif mengajukan permohonan 
pembangunan Rumah Sakit untuk 
kepentingan Akademik . 





Menurut Prof. Dr. Retno 
Sunarminingsih, M.Sc., Apt., Wakil 
Rektor Senior Bidang Pendidikan, 
Penelitian, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, UGM berencana 
menjadikan rumah sakit ini sebagai 
RSA. RSA merupakan rumah sakit 
untuk kepentingan pendidikan 
yang juga memberikan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat umum. 
Ta juga menjelaskan gagasan RSA 
tersebut sebagai tempat pembelajaran 
untuk perkuliahan mahasiswa 
Kedokteran. 





Rancangan Undang-Undang 
Pendidikan Kedokteran (RUU 


dok) sendiri tidak menjelaskan 












dikdok ad: 


idikan 





dan peningkatan mutu pendidikan. 
Tujuannya yaitu meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat. Sedangkan pembahasan 
mengenai rumah sakit yang 
disebutkan RUU ini hanyalah RSP. 


RUU Dikdok menjelaskan 
mengenai pembangunan RSP 
menjadi tiga kategori. Pertama, RSP 
Utama, yaitu rumah sakit umum 
yang digunakan fakultas untuk 
memenuhi seluruh atau sebagian 
besar kurikulum pendidikan 
kedokteran dalam rangka mencapai 











kompetensinya. Selanjutnya 

RSP Afiliasi, rumah sakit khusus 
atau rumah sakit umum dengan 
unggulan pelayanan kedokteran 
dan atau kesehatan tertentu. Rumah 
sakit ini digunakan fakultas untuk 
memenuhi kurikulum pendidikan 
kedokteran dalam rangka mencapai 
kompetensinya. Yang ketiga, RSP 
Satelit. Rumah sakit ini merupakan 


jejaring rumah sakit pendidikan 
ulama atau jejaring fakultas yang 
digunakan sebagai wahana belajar 
pendidikan kedokteran. 


Dengan dibangunnya RSA UGM, 
diharapkan segala kegiatan akademik 
mahasiswa Fakultas Kedokteran 
yang selama ini dilakukan di RSUD 
Dr. Sardjito dapat dipindahkan 
ke RSA. Pemindahan aktifitas itu 
direncanakan akan dilakukan paling 
cepat pertengahan tahun 2012. 
Diawali calon dokter (co-ass) dibawah 
koordinasi RSUD Sardjito, kemudian 
dilanjutkan dengan mahasiswa. 
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Selain dilujukan untuk lahan 
pendidikan bagi mahasiswa 
kedokteran, RSA UGM dibangun 
dengan tujuan sebagai sarana 
pelayanan masyarakat sesuai dengan 
UU Rumah Sakit. “Pembangunan 
Rumah Sakit di Indonesia harus 
mengikuti standar yang ada di UU 
Rumah Sakit, begitu pula RSA ini”, 
ujar Prof. dr. H. Arif Faisal, Sp. Rad 

K)., DHSM, Direktur Operasional 
RSA UGM 


Dalam UU Rumah Sakit 
dijelaskan bahwa Rumah sakit di 
Indonesia harus dikelola dengan 
sistem Badan Layanan Umum (BLU). 
Namun, RSA UGM tidak berdiri 
sendiri sebagai BLU melainkan masuk 
ke Satuan Kerja dalam BLU UGM. 
Satuan kerja meliputi komponen 
karyawan, terdiri dari orang-orang 
yang direkrut oleh UGM. Perekrutan 
dilaksanakan sejak tahun 2010 lalu 
dengan diumumkan melalui website 
resmi UGM dan mengikuti standar 
perekrutan yang ditentukan oleh 
UGM. 

Bagi co-ass dan calon dokter 
spesialis dari UGM, penempatan 
tetap dilakukan RSUD Dr. Sardjito, 
sedangkan RSA hanya sebagai jejaring 
dari RSUD Di rdjito. Hal ini, 
menurut Arif, dikarenakan kondisi 
saat ini, RSUD Dr. Sardjito lebih 
lengkap dan memadai daripada RSA 
UGM. Maka co-ass dari Fakultas 
Kedokteran UGM belum ditempatkan 
secara langsung di RSA. “Untuk ke 








= 
2 
a 
a 
7 
= 
Q 
2 
= 
ec 
5 
@ 
o 
2 
E 
a 
on 





depannya, belum ada rencana pasti 
mengenai perekrutan dokter ini. 
Mengingat RSA UGM masih banyak 
melakukan pembangunan di berbagai 
aspek? tambah Arif yang juga 
merupakan staff pengajar Fakultas 
Kedokteran UGM ini. 


Biaya pembangunan RSA UGM 
berasal dari pemerintah di bawah 
koordinasi Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Ada 19 rumah 
sakit untuk kepentingan akademik 
yang akan dibangun. Keseluruhan 
Rumah Sakit tersebut dibangun 
untuk universitas yang memiliki 
Fakultas Kedokteran. Selama ini, 
mahasiswa kedokteran UGM 
biasanya melakukan kegiatan praktek 
akademik seperti magang di RSUD 
Sardjito. “RSUD Sardjito itu milik 
pemerintah, bukan milik UGM. Jadi 
sudah seharusnya dibangun khusus 
mahasiswa kedokteran, jelas Arif. 


Selain melakukan pembangunan, 
RSA juga membutuhkan peralatan 
medis dalam operasionalnya. Proses 
pengadaan barang kebutuhan RSA 
dilakukan pihak UGM. Pihak RSA 
hanya mengajukan permintaan 
kebutuhan barang, kemudian 
pengadaannya dilaksanakan UGM. 
Proses pengadaan barang tersebut 
bermasalah menurut laporan hasil 
pemeriksaan atas pengadaan barang 
dan jasa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). 


Laporan tersebut menilai 
pembangunan RSA tidak memenuhi 
rencana awal. Perbedaan antara 
rencana dan praktek lapangan 
ini menyebabkan perubahan 
anggaran pula. Menurut data 
BPK, penetapan volume pekerjaan 
dalam Rancangan Anggaran 
Biaya (RAB) tidak sesuai dengan 
data aktual dan gambar rencana 
pembangunan tahap II RSA UGM. 
Ketidaksesusaian ini mengakibatkan 
kelebihan pembayaran sebesar 
Rp 479.679.261,00. Sedangkan 
untuk penetapan harga satuan 
pekerjaan yang tidak sesuai 








dengan addendum kontrak, terjadi 
kelebihan pembayaran sebesar Rp 
2.066.210.452,50. Dan pada volume 
pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai 
dengan kontrak minimal senilai Rp 
262.464.789,40. Selain itu, mundurnya 
waktu pembangunan dari waktu 
yang ditetapkan mengakibatkan 
pembangunan tersebut dikenai denda 
sebesar Rp 1.583.586.250,00 untuk 
pembangunan tahap pertama, dan Rp 
1.816.960.000,00 untuk tahap kedua. 













“Ketidaksesuaian anggaran 
tersebut karena beberapa faktor” jelas 
Prof. Dr. Retno Sunarminingsih. Ia 
melanjutkan, faktor pertama adalah 
bencana erupsi Gunung Merapi 
tahun 2010 silam. Pembangunan 
berhenti selama kurang lebih satu 
bulan, karena ancaman bahaya 
dan pekerja memutuskan berhenti 
bekerja untuk menyelamatkan diri. 
Kedua, adanya kesalahan dalam 
pengukuran bangunan, namun 
kelebihan dana sudah dikembalikan. 
Ketiga, penggunaan dana untuk 
pembiayaan makelar tanah yang 
tidak disetujui BPK. Pembelian 
tanah untuk pembangunan RSA 
melibatkan hampir 30 pemilik tanah. 
Untuk melobi satu persatu, UGM 
menggunakan jasa makelar tanah 
yang dibayar dengan sejumlah uang. 
Namun pihak BPK mengatakan uang 
tersebut tidak seharusnya dimasukkan 
dalam anggaran. “Jumlahnya tidak 
besar, tapi ada kata ‘makelar’ yang 
ditulis dalam anggaran itulah, jadi 
pihak kami disalahkan," jelas Retno. 


Retno melanjutkan, sampai 
saat ini, BPK tidak mau mengakui 
bencana erupsi Merapi tersebut 
sebagai bencana nasional. “Pihak 
UGM sudah mengirimkan surat dari 
Bupati Sleman sebagai pernyataan 
bahwa erupsi Merapi merupakan 
bencana nasional. Tapi belum juga 
mendapat tanggapan dari BPK,” 
ungkapnya. Bencana tersebut juga 
mengakibatkan beberapa bagian 
bangunan mengalami kerusakan 
karena tidak sempat diselamatkan. 
Anggaran yang digunakan pun 


menjadi membengkak untuk 
membangun ulang bangunan yang 
rusak. 


BPK mengajukan sejumlah 
denda yang harus dibayar UGM 
karena keterlambatan pembangunan. 
Penghitungan denda sesuai dengan 
jumlah keterlambatan hari. Namun 
pihak UGM sampai hari ini belum 
membayar denda, karena merasa 
keterlambatan yang terjadi bukan 
kesalahan yang dilakukan mereka. 
Selain itu, denda yang jumlahnya 
terbilang banyak tidak sanggup 
dibayar karena dana yang lidak ada, 
Pihak kontraktor juga tidak bersedia 
membayar dengan alasan yang sama. 


Bulan Maret lalu, pihak DPR 
datang dan mengadakan pertemuan 
bersama UGM dan BPK. Sebelumnya, 
UGM juga pernah memberikan 
respon mengenai masalah denda 
ini, namun tidak ditanggapi BPK. 
Sampai hari ini, belum ada kepastian 
mengenai pembayaran denda. 


BPK melaporkan, pengadaan 
peralatan medis belum diyakini 
kelayakan fungsi dan keasliannya 
dikarenakan belum diadakan 
pengujian alat. Mereka menilai bagian 
Panitia Pengadaan Barang (PPB) 
lalai dalam melaksanakan pekerjaan 
sesuai dalam kontrak. Peralatan 
medis tersebut sudah masuk ke dalam 
RSA tanpa diadakan uji alat terlebih 
dahulu. Disamping itu, pihak Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) juga 
dianggap menerima hasil pengadaan 
barang yang sebenarnya belum sesuai 
kontrak. 








Pihak PPB menyanggah bahwa 
alat yang ada di RSA memang belum 
diuji karena tempat yang digunakan 
belum siap. “Seharusnya memang 
barang datang, diletakkan di RSA, 
kemudian dipasang dan diuji. 
Masalahnya ada pada tempat yang 
belum siap,” papar Samino, S.E 
M.M, anggota PPB bagian RSA. 
Pihaknya harus menunggu gedung 
RSA siap digunakan, sehingga alat 
medis yang sudah tersedia dapat 











segera diuji dan digunakan. Alat- 
alat tersebut disimpan di bagian 
Laboratorium Penelitian dan 
Pengujian Terpadu sampai dengan 
gedung siap digunakan 


Berdasarkan audit BPK, UGM 
dianggap tidak mematuhi dua 
Keputusan presiden. Pertama 
Keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah. Keputusan tersebut 
menjelaskan pemilihan penyedia 
barang atau jasa pemborongan 
maupun jasa lainnya, pada prinsipnya 
dilakukan melalui metode pelelangan 
umum. Kedua adalah Keputusan 
Presiden Nomor 42 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pelaksanaan APBN 
mengenai kontrak pengadaan barang 
dan jasa, 








Ketika dikonfirmasi mengenai 
hal tersebut, Arif mengatakan bahwa 
pihak Rumah Sakit hanya sebagai 
pengguna (user). Mereka tidak ada 
kaitannnya dengan berbagai masalah 
pengujian alat yang belum dilakukan. 
Sekalipun alat-alatnya ada di RSA, 
namun mereka tidak bertanggung 
jawab atas status alat-alat tersebut. 
“Objeknya memang di RSA, tapi 
prosesnya di UGM. Kami tidak 
ada sangkut pautnya” tegas Arif. 
Semua dokumen kontrak atau yang 


berkaitan dengan pembangunan 
dan pengadaan barang, sepenuhnya 
berada di tangan UGM. RSA hanya 
gan, tapi tidak 
am kebijakan 
adaan 

p ina 
yang menjalankan fungsi RSA sesuai 
ketetapan tujuan pembangunannya 










sebatas pelaksana lapa 
ada campur tangan d: 





pembangunan dan pe 


barang. Tugasnya seb 





Masih menurut Arif, sejauh 
ini, pembangunan RSA memang 
belum selesai. Baru sekitar 3596 dari 
seluruh rencana pembangunan. Pihak 
RSA hanya memberi masukan apa 
saja yang dibutuhkan, selebihnya 
merupakan tanggung jawab UGM 
selaku penyelenggara utama. Lebih 
khususnya lagi, pembangt 
ini dilakukan untuk kepe 
akademik Fakultas Kedokteran 
yang dilakukan UGM. Sedangkan 
diadakannya soft openir 











nan 






gan 





ig awal Maret 
lalu merupakan inisiatif RSA. Mereka 
melihat tenaga kerja dan alat sudah 
ada dan bisa digunakan, sehingga 
mereka merasa sudah siap untuk 
melayani masyarakat meskipun 
pembangunan belum selesai 
dilakukan. 


Samino mengeluhkan, sampai 
saat ini pembangun g belum 
selesai mengalami berbagai kendala, 
termasuk keuangan. Dana APBN 
yang berasal dari pemerintah untuk 









pembangunan tidak sampai ke UGM 
dengan lancar. Beberapa waktu 

lalu, dana yang turun tidak sesuai 
dengan yang diajukan pihak UGM. 
Dana yang turun dari pemerintah 
dilakukan secara bertahap. “Kalau saja 
dulu tahun 2009 dana turun semua, 
tidak akan ada masalah mengenai 
pemasangan dan pengujian alat 
seperti saat ini karena pembangunan 
juga lancar,” tambah Samino. 


Operasional pelayanan RSA 
melibatkan berbagai bidang 
keilmuan, bukan hanya dari Fakultas 
Kedokteran saja. Sama seperti 
Rumah Sakit lainnya, RSA UGM 
juga memiliki keunggulan atau 
spesialisasi. “Keunggulannya di 
bidang penanganan neurosains atau 
saraf dan perilaku. Selain itu, juga di 
bidang tumbuh kembang dan ginjal,” 
jelas Arif. 


Gagasan RSA UGM 
menjadi inspirasi konsep RSP dalam 
RUU Dikdok. Walapun terdapat 
banyak masalah dalam proses 
pembangunannya, tersimpan harapan 
besar UGM untuk RSA tersebut. 
“Saya berharap agar pembangunannya 
cepat selesai dan semua masalah 
dapat teratasi,” pungkas Retno. 
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